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ABSTRAKSI

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Gresik mengenai
pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin dibawah umur. Penelitian ini
bertujuan untuk menjawab, perfama tentang pertimbangan dan dasar hukum Hakim PA Gresik
dalam menerima permohonan dispensasi kawin dibawah umur pada penetapan nomor
0048/Pdt.P/2008/PA.Gs, kedua tentang pertimbangan dan dasar hukum Hakim PA Gresik

~dalam menolak permohonan dispensasi kawin dibawah umur pada penetapan nomor
0057/Pdt.P/2009/PA.Gs, ketigabagaimana analisis dari dua penetapan tersebut.

Guna menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan teknis pengumpulan data
melalui dokumentasi dan interview selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode
deskriptif dan metode verifikatif dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori yang
bersifat umum tentang pernikahan dan perkawinan dibawah umur serta pertimbangan Hakim
dan landasan hukum apa yang dipakai dalam menetapkan perkara tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hakim menetapkan permohonan dispensasi
kawin yang diterima tersebut dengan alasan takut terjerumus dalam perzinaan dengan
pertimbangan hukum menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kebaikan, dan
permohonan yang ditolak karena perkawinan tesebut atas kehendak orang tua.

Mengenai dasar hukum pada penetapan nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs yang dipakai
Hakim dalam menolak permohonan pemohon tidak sesuai landasan hukumnya, karena pasal 7
ayat 2 hanya menerangkan prosedur untuk mendapatkan dispensasi kawin sedangkan
pertimbangan Hakim adalah perkawinan tersebut atas kehendak orang tua untuk meringankan
biaya sekolah anak tersebut, jadi landasan hukum yang seharusnya dipakai Hakim adalah pasal
6 ayat 1 yang menerangkan perkawinan harus didasarkan atas kehendak kedua calon mempelai.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan majelis Hakim yang menangani perkara
permohonan dispensasi kawin agar lebih hati-hati dalam menetapkan dasar hukum pada perkara
dispensasi kawin dan bagi para pembuat Undang-Undang supaya memberikan aturan yang jelas
mengenai syarat-syarat untuk bisa diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin,
schingga para Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin mempunyai dasar
hukum yang jelas.
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan yang telah diatur oleh Hukum Islam dan Undang-undang karena dari
perkawinan tersebut seseorang bisa menjaga harga dirinya serta menjauhkan dari
fitnah dan dengan menikah pula sescorang telah melaksanakan separuh
agamanya, karena dalam pernikahan terdapat bamyak pahala yang didapatkan
dimana tidak dapat diperoleh ketika membujang atau hidup sendiri, untuk itulah
sangat dianjurkan bagi seseorang yang sudah mampu untuk menyegerakan
menikah.

Dalam Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang
laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan suci, yakni ikatan
perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan
serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang

tercantum dalam pasal 1 UU Perkawinan No.1 Th. 1974, yang berbunyi:



‘perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargs, rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan katuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagai ikatan lahir batin yang sifatnya sakral dan nyata di dalam
kehidupan manusia, schingga sangat tabu kalau dipermainkan atau dilaksanakan
tanpa j'tikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam
Islam juga dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau
perjanjian yang sangat kuat. Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat

An-Nisa" 21,

2' I o‘o AP (X < o” s P O D3 ,.I PN
212 Blas 2S5 azf . | . 2f 257 & t.; .
Un.%ﬂ -,VS‘:OA’J(:'@AS’:MG“’J’J“JA" u;j,

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain scbagai suami-isteri.
dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari' kamu perjanjian
yang kuat."(Q.S. An-Nisa": 21).

Yang mendasari suatu perkawinan, selain rasa cinta kasih antara mereka
yang melangsungkan, juga didukung oleh kepercayaan terhadap Tuhan yang
Maha Esa yang menyebabkan suatu perkawinan harus dihormati, dan baru dapat
dilangsungkan apabila semua persyaratan yang telah ditentukan, baik oleh

hukum Islam maupun Undang-Undang telah dipenuhi.

! UUNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1
? Departemen Agama RY, A/ Quran dan Tegjemahnys, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), 120



Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah
pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian
perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental
maupun material.

Dalam hal kesiapan mental maupun material mungkin dapat diperoleh
dengan mudah pada diri orang dewasa, pamun bagi orang yang belum dewasa
atau anak-anak kesiapan mental dan material tersebut tidak bisa ditemukan pada
mercka, yang secara mental mercka masih suka bermain-main dan secara
material lebih banyak meminta dari pada memperoleh materi, maka dari itu para
Ulama dan Pemerintah memberikan batas umur minimal bagi seseorang yang
akan melangsungkan pernikahan, agar tujuan dari pernikahan tersebut dapat
diperoleh.

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenamnya telah
ditentukan dalam UU No. 1 Th 1974 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:
“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*.

Ketentuan batas umur ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal
15 ayat (1) yang berbunyi:

“untuk kemasiahatan kelvarga dan rumah tangga perkawinan hanya bolch

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam
pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sckurang-

3UUNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 4



kmnggya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kuragnya berumur 16
tahun’*.

Namun apabila sesorang yang akan menikah dan belum mencapai batas
umur seperti yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut maka pihak yang
bersangkutan harus meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang
berwenang, hal ini diatur dalam UU No. 1 Th 1974 pasal 7 ayat (2) yang
berbunyi: “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang
tua pibak pria maupun pihak wanita”

Dalam hal ini juga diatur oleh Peraturan Menteri Agama No 3 Th 1975
pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “Apabila seoarang calon suami belum mencapai
umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak
melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama’®

Dari kedua aturan dispensasi kawin diatas, penulis memahami bahwa
apabila ada seorang pemohon yang datang kepada Pengadilan untuk meminta
dispensasi kawin, maka secara langsung Pengadilan harus mengabulkan
permohonan dispensasi kawin tersebut dan tidak berhak untuk menolaknya,
karena dalam UU No. 1 Th 1974 pasal 7 ayat (2) dan Peraturan Menteri Agama
No 3 Th 1975 pasal 13 ayat (1) tidak menjelaskan syarat-syarat permohonan

dispenasi kawin bisa diterima maupun ditolak. Akan tetapi dalam hal meminta

* Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 10
$UU No. 1 Tshun 1974 tenteng Perkawinan, 4
¢ Peraturan Menteri Agama No 3 Tehun 1975



atau memohon dispensasi kawin kepada Pengadilan, ada yang diterima dan ada

juga yang ditolak. Penerimaan atau penolakan tersebut atas dasar pertimbangan

majelis Hakim secara subjektif melalui ijtihadnya.

Penulis berasumsi bahwa pada umumnya para orang tua yang ingin segera
menikahkan anaknya dan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama
mempunyai pandangan bahwa:

1. Para orang tua sudah tidak sanggup lagi mengarahkan dan membimbing
pergaulan anak-anaknya.

2. Anak-anak mereka telah tidak bersekolah lagi.

3. Anak laki-laki mereka hampir mencapai usia 19 tahun dan ada sebagian yang
hanya kurang beberapa bulan untuk mencapai usia 19 tahun, dan anak-anak
perempuan mereka berumur lebih 14 tahun dan bahkan telah ada yang
beberapa bulan lagi mencapai umur 16 tahun.

4. Pergaulan anak-anaknya telah melampaui batas dan, sebagian lagi, telah
melanggar norma Agama serta norma Masyarakat.

Ada pula orang tua yang beralasan, karena anak-anak mereka tidak sekolah
lagi, dan demi menghindari pergaulan bebas dan pelanggaran norma Agama serta
norma Hukum, meskipun anak-anak mereka belum pernah melakukan
pelanggaran (hubungan suami isteri) schingga orang tua ingin cepat-cepat

menikahkan anaknya untuk melindungi pergaulan dan keturunan mereka nanti,



schingga dengan mengawinkan anaknya, orang tua secara pisikologis merasa
terbebas dari tekanan (merasa bersalah) baik dari aspek Agama maupun Sosial.

Seperti pada penetapan nomor 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dimana orang tua
(pemohon) ingin menikahkan anaknya karena beralasan antara anaknya dengan
calon suami anaknya telah cukup lama saling mengenal serta keduanya saling
mencintai dan telah lama akrab (intim) sejak 2 bulan lamanya, sehingga calon
suami anaknya sering mendatangi anaknya yang membuat Pemohon sangat
khawatir akan teqadl perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam
apabila tidak segera dinikahkan.

Dilain pihak Pemohon sendiri tidak secara terus menerus mengawasi
pergaulan anaknya karena Pemohon tidak bisa mengawasi jika keduanya
berpergian atau keluar rumah. Sehingga Pemohon merasa pergaulan anaknya
dengan calon suami anaknya akan menimbulkan fitnah perzinahan bila tidak
segera dinikahkan.

Sementara pada umumnya yang melatar belakangi pihak anak-anak (calon
pengantin) mengapa mereka segera ingin kawin adalah :

1. Mereka sudah tidak sckolah dan berpendidkan rendah (lulusan SD/Madrasah
atau SMP/Tsanawiyah/bahkan ada yang tidak lulus SD/Madrasah).

2. Mereka merasa telah bekerja, meskipun kerja serabutan dan telah merasa
berpenghasilan cukup untuk menghidupi keluarganya nanti meskipun dalam

kadar yang sangat minimum.



3. Peckerjaan mereka, umumnya, disektor informal: sektor pertanian (buruh
tani), perbengkelan, tukang beca, penjaja keliling makanan kecil disekolahan-
sekolahan.

4. Pergaulan mereka telah melampaui batas ketentuan agama dan bahkan
kebanyakan pihak perempuan telah hamil.

5. Merasa telah siap lahir batin untuk mengemban amanat dalam membangun
kehidupan keluarganya nanti.

6. Masih punya kesadaran bahwa perbuatan mereka melanggar ketentuan agama
schingga mereka ingin segera agar pergaulan mereka dilegalkan melalui
lembaga perkawinan dan mendapkan keturunan secara sah.

Begitu pula pada kasus ini dimana anak pemohon (calon pengantin) Hanya
tamat sekolah SMP dan kini berada di rumah saja serta membantu pekerjaan
orang tua schari-hari, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang
berpenghasilan Rp.40.000,- sctiap harinya dan merasa cukup dalam membina
rumah tangganya.

Adapun beberapa pertimbangan Hakim yang dapat dijadikan alasan dalam
menetapkan permohonan ini adalah. Pertama, pihak-pihak yang terkait, orang
tua dan anak-anaknya telah siap lahir batin untuk menempuh kehidupan
perkawinan dengan segala resikonya nanti. Kedus, kesadaran hukum dan
kesadaran keagamaan mereka untuk segera menikah agar jangan terjerat dalam

pergaulan yang bebas.



Namun apakah Hakim juga mempertimbangkan bahwa orang yang
menikah pada usia muda atau belum dewasa secara psikis dan secara ckonomis
juga belum memiliki persiapan kerja serta belum siap menjadi orangtua. Padahal
dalam keluarga, orangtua memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Diantara
fungsi keluarga adalah fungsi kasih sayang, fungsi ckonomi, fungsi pendidikan,
fungsi perlindungan, fungsi status keluarga, dan fungsi agama. Salah satu fungsi
keluarga tersebut adalah fungsi pendidikan. ﬁagi perempuan yang tidak
berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga,
dia tidak dapat mendidik anaknya dengan baik. Padahal keluarga memegang
peranan penting dalam proses sosialisasi anak

Dalam sebuah praktikum yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama,
kasus perceraian yang terjadi lebih banyak menimpa pada pasangan suami istri
yang umumnya masih muda, kebanyakan alasan-alasan yang diajukan di muka
sidang sangat sepele yakni kurangnya komunikasi dan masih egois pada
pasangannya, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya mereka belum siap untuk
membina rumah tangga, lantas apakah Hakim juga mempertimbangkan masalah
tersebut scbelum memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi
kawin.

Dan apakah memang benar-benar hubungan mereka sudah sangat intim
schingga Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, serta dengan dasar

hukum apa Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, sementara dalam



Undang-Undang Perkawinan khususnya pasal 7 ayat 2 tidak mengatur ketentuan
tersebut.

Terlepas dari Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, sebenarnya
hukum Islam sendiri tidak melarang adanya perkawinan dibawah umur, hal ini
terlihat dengan adanya Hadis yang menceritakan bagaimana perkawinan Siti

A‘isyah dengan Rasulullah saw

- ° - o s

srd 00 -, g - ”’,
4 By 2t BA-) ¢ 3508 o (L 5 4100 Aezl 2ok 29 dis
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e I Lo :5.:“ u.,,,,, -6 z...,tp e :‘=£‘ e gc.af L2 ol 2 et B

Artinya: dari A‘isyah r.a. ia berkata "Aku telah dinikahi oleh Rasullah S.A.W.
ketika Aku masih berumur enam tahun dan Ia mencampuriku ketika
Aku berumur sembilan tahun”

Dari Hadis tersebut nampak jelas seckali bahwa hukum Islam tidak
membatasi usia perkawinan dan bahkan membolehkan perkawinan dibawah
@m, namun apa yang terjadi pada penctapan nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs
dimana Hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan
pertimbangan bahwa tidak cukup alasan untuk bisa dilangsungkan perkawinan.
Alasan pemohon sendiri untuk menikahkan anaknya adalah karena antara anak

7 Muslim, Imam Abi Husain, $ahil Muslim, (Beirut: Darul Kutub Al Iimish, Cet. IL, 2003), 549
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Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dan
keduanya saling mencintai sejak 3 bulan lamanya schingga antara anak Pemohon
dengan calon istrinya sudah cukup lama akrab dan intim, dan calon suami anak
Pemohon sering mendatangi anak Pemohon, schingga membuat Pemohon sangat
khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam
apabila tidak segera dinikahkan. |

Sedangkan pertimbangan Hakim menyebutkan bahwa permohonan
pemohon tidak cukup alasan menurut undang-undang perkawinan, namun dalam
Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak mencantumkan alasan-alasan atau
syarat-syarat yang bisa menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara
dispensasi kawin ini, lantas jika Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (2)
tidak bisa dipakai untuk menetapkan perkara ini, maka dengan dasar hukum apa
Hakim menetapkan perkara dispensasi kawin ini.

Dalam menetapkan sebuah perkara, seorang Hakim mempunyai
pertimbangan-pertimbangan tersendiri untuk bisa memutus perkara terscbut,
tentu saja pertimbangan Hakim harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku
schingga antara pertimbangan Hakim dengan dasar hukum yang dipakai bisa
saling menguatkan, jika melihat perkara nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs ada
kerancuan mengenai pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai Hakim yakni

tidak adanya korelasi antara pertimbangan Hakim dengan dasar hukum tersebut.
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Memang dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan mengenai
syarat-syarat untuk bisa diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin,
sechingga Hakim dalam menetapkan permohonan dispensai kawin lebih
cenderung menggunakan pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan, akan tetapi
pasal tersebut hanya membahas mengenai prosedur sesecorang untuk dapat
menikah dibawah umur yakni dengan mendatangi Pengadilan Agama atau
Pejabat yang berwenang.

Sementara itu syarat-syarat perkawinan yang diatur pada pasal 6 Undang-
Undang Perkawinan cenderung tidak digunakan oleh Hakim dalam menetapkan
perkara dispensasi kawin, yang mana syarat-syarat perkawinan tersebut juga
berlaku pada perkara dispensasi kawin dibawah umur.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti
permasalahan yang terdapat di Pengadilan Agama Gresik mengenai dispensasi
kawin dibawah umur, dengan judul “Studi Analisis Terhadap Penetapan Hakim
Pengadilan Agama Gresik yang Menerima dan yang Menolak Permohonan
Dispensasi Kawin Dibawah Umur (Putusan No 0048/Pdt.P/2008/Pa.Gs dengan

Putusan No 0057/Pdt P/2009/Pa.Gs)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
a. Dalam Al Qur’an dan Hadis tidak mengatur secara pasti mengenai batas

umur dalam perkawinan.



12

b. Para Ulama figih memperbolehkan sescorang melaksanakan perkawinan
ketika sudah balig, namun para Ulama berbeda pendapat mengenai umur
berapa seseorang dikatakan sudah balig.

¢. Undang-Undang Perkawinan memberikan batas umur perkawinan yakni
untuk laki-laki harus berumur 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16
tahun, sedangkan undang-undang tidak mengatur tentang syarat-syarat
apa saja seseorang dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin bisa
diterima atau ditolak.

d. Tolak ukur untuk bisa diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi
kawin terletak pada pertimbangan Hakim dalam melihat scberapﬁ penting
atau mendesaknya perkawinan tersebut untuk dilaksanakan, sementara
setiap Hakim mempunyai pertimbangan yang tidak sama antara Hakim
yang satu dengan yang lain ketika menetapkan permohonan dispensasi
kawin.

e. Pasal 7 ayat 2 yang dipakai Hakim sebagai alasan untuk menetapkan
dasar hukum dispensasi kawin mengatur tentang prosedur seseorang
melaksanakan perkawinan dibawah umur, tidak mengatur alasan-alasan
bisa diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin.

2. Batasan Masalah
Dalam suatu penelitian, tidak mungkin akan meneliti semua

permasalahan yang ada pada bidang yang diteliti, akan tetapi setiap
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penelitian akan membatasi pada masalah tertentu saja yang berkaitan dengan
penulisan skripsi ini. Penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti
dengan tujuan agar penulis dapat mencapai sasaran penelitian dan tidak
menjadi kabur pengertiannya serta tidak menjadi kesimpang siuran dalam
menafsirkan masalah yang ada.

Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti adalah mengenai
pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik yang menerima dan menolak

dispensasi  kawin dibawah umur dalam penetapan nomor

0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dengan penetapan nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs
yang meliputi: landasan hukum yang dipakai Hakim dalam menctapkan
permohonan dispensasi kawin, faktor-faktor terjadinya perkawinan dibawah
umur schingga Hakim mempunyai pertimbangan hukum untuk menetapkan

diterima atau ditolaknya dispensasi kawin

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa
permasalahan sebagai berikut :
1. Apa pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai Hakim PA Gresik dalam
menerima permohonan dispensasi kawin dibawah umur (penetapan Hakim

No. 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs)?



14

2. Apa pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai Hakim PA Gresik dalam
menolak permohonan dispensasi kawin dibawah umur (penetapan Hakim
No. 0057/Pdt P/2009/PA.Gs)?

3. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1
Tahun 1974 terhadap penetapan Hakim PA Gresik yang menerima dan

yang menolak permohonan dispensasi kawin dibawah umur ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan
gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin
pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya schingga diharapkan tidak
adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Masalah dispensasi kawin dibawah umur, sesungguhnya telah banyak
dibahas sebelumnya, hanya saja yang membahas mengenai diterima dan
ditolaknya permohonan dispensasi kawin dibawah umur baru hanya satu orang.

Mulyawati dalam skripsinya yang berjudul “Studi Kasus Dikabulkan dan
Ditolaknya Dispensasi Kawin Dibawah Umur di Pengadilan Agama Sidoarjo”.
Mulyawati mencoba menjawab pertanyaan pokok, perfama, apakah yang
dijadikan alasan dikabulkan dan ditolaknya permohonan dispensasi kawin
dibawah umur di Pengadilan Agama Sidoarjo? Kedua, landasan hukum apa yang

digunakan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan dan menolak
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permohonan dispensasi kawin dibawah umur?® Dan dalam penelitian tesebut
membahas perkara dispensasi kawin yang masuk pada Pengadilan Agama
Sidoarjo selama satu tahun, yakni pada tahun 2002. Perkara dispensasi kawin
yang masuk selama satu tahun tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui
alasan-alasan pemohon yang diterima dan yang ditolak kemudian disesuaikan
landasan hukum yang dipakai dalam penetapan tersebut.

Dari masalah yang Mulyawati angkat itu jelas sekali bahwa yang ditulis
berbeda fokus kajiannya dengan apa yang menjadi fokus kajian dalam penelitian
ini, yakni perfama, pertimbangan dan dasar hukum apa yang dipakai Hakim PA
Gresik dalam menerima permohonan dispensasi kawin dibawah umur (penctapan
Hakim No. 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs)? Kedua, pertimbangan dan dasar hukum apa
yang dipakai Hakim PA Gresik menolak permohonan dispensasi kawin dibawah
umur (penctapan Hakim No. 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs)? Ketiga, bagaimana
analisis Hukum Islam dan undang-undang perkawinan terhadap penetapan
Hakim PA Gresik yang menerima dan yang menolak permohonan dispensasi
kawin dibawah umur ? pada intinya penelitian ini adalah menganalisis dua
penetapan yang bertentangan hasil penetapannya dalam hal pertimbangan Hakim
dan dasar hukum yang dipakai dalam menctapkan perkara permohonan

dispensasi kawin yang diterima dan yang ditolak.

® Mulyawati, Studi Kasus Dikabulkan Dan Ditolaknya Dispensasi Kawin Dibswah Umur di
Pengadilsn Agama Sidoarjo, (Skripsi Sarjana S1 IAIN Surabaya), 3
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Dalam kajian sebelumnya menjelaskan tentang dikabulkan dan ditolaknya
perkara dispensasi kawin dalam satu tahun yang dilihat dari alasan-alasan
pemohon, akan tetapi dalam tulisan ini penulis membahas tentang diterima dan
ditolaknya dispensasi kawin yang dilihat dari pertimbangan Hakim serta
landasan hukumnya, oleh karena itu tulisan ini bukan merupakan duplikasi atau

pengulangan dari kajian terdahulu diman fokus kajiannya memang berbeda.

. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah
sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Hakim PA Gresik menerima permohonan
dispensasi  kawin  dibawah umur (penmetapan Hakim No.
0048/Pdt.P/2008/PA.Gs).

2. Untuk mengetahui alasan Hakim PA Gresik menolak permohonan dispensasi
kawin dibawah umur (penetapan Hakim No. 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs).

3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan
terhadap penetapan Hakim PA Gresik yang menerima dan yang menolak

pérmohonan dispensasi kawin dibawah umur.
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F. Kegunaan Hasil Penclitian
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :
a. Sebagai konstribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya dibidang hukum keluarga Islam.
b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1
(S-1) dalam bidang hukum Islam (syariah).

c. Sebagai wacana bagi para pembaca.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari adanya pemahaman yang menyimpang terhadap
skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami tentang beberapa
istilah berikut ini:

Analisis : sifat uraian, penguraian, kupasan,” Penguraian atau kupasan
tentang dua penetapan yang bertentangan dalam perkara
permohohan dispensasi  kawin dengan menggunakan dasar
Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974,

Penetapan  : Produk Pengadilan Agama dalam arti bukan Peradilan yang
sebenammya. Dikatakan bukan Peradilan yang sesumgguhnya
karena disana hanya ada pemohon, yang memohon untuk
ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan

® Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Berry, Kamus llmizh Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), 29



18

lawan.'®

surat  keputusan  Pengadilan Agama No.
0048/Pdt.P/2008/PA.Gs yang diterima dan No.
0057/Pdt.P/2009/PA.Gs yang ditolak, tentang dispensasi kawin.

Permohonan : sesuatu yang diminta oleh pemohon,'! dalam hal ini pemohon
meminta kepada Pengadilan Agama agar anaknya diperbolehkan
kawin karena terhalang oleh batas umur untuk kawin.

Dispensasi  : penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan
peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang
semestinya harus berlaku secara formil.'? Keringanan untuk

melaksanakan perkawinnan.

Dibawah umur : belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi

perempuan.

H. Mectode Penelitian
1. Data yang Dikumpulkan
a. Penetapan Hakim PA Gresik tentang dispensasi kawin (Penetapan No.

0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dan No. 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs).

:‘l’ Roihan Rasyid, Hukum Acars Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 214
Ivid, 63
12 goesilo Prayogo, Kamus Hukum Internasional dan Nasional, (Jakarta, Wipres, 2007), 143
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b. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menerima dan menolak permohonan
dispensasi kawin (Penetapan No. 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dan No.
0057/Pdt.P/2009/PA.Gs).

¢. Dasar Hukum yang digunakan Hakim dalam menerima dan menolak
permohonan dispensasi kawin (Penetapan No. 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs
dan No. 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs).

2. Sumber Data
Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan
terdiri dari dua sumber data yaitu :

a. Sumber data primer yaitu sumber hukum yang diperoleh dari sumber-
sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian yakni
dokumen atau berkas-berkas yang terdiri dari salinan penetapan Hakim
PA  Gresik tentang  dispensasi kawin  (Penetapan  No.
0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dan Penectapan No. 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs).
Serta orang-orang yang sccara langsung terlibat di Pengadilan Agama
Gresik yang terdiri dari tiga orang, yaitu:

1) Ketua Pengadilan Agama Gresik
2) Majeis Hakim
3) Panitera
a. Sumber data sekunder yaitu berupa buku-buku yang mendukung dan

terkait dengan penelitian ini diantaranya yaitu :
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1. Hukum Kelvarga Islam di Dunia Islam, Muhammad Amin Summa

2. Figh Munakahat Juz I, Slamet Abidin dan Aminuddin

3. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Soemiyati
4. Hukum Perkawinan Islam, Basyir Ahmad Azhar

5. Hukum Perkawinan Islam, Idris Ramulyo

6. Hukum Perkawinan Islam, Rahmat Hakim

1. Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Gatot Supramono

8. Wanita Dan Anak di Mata Hukum, Shanty Dellyana

O

. Figih Lima Mazhab, Muhammad Jawad Mugniyah

10. Perkawinan Hukum Islam di Indonesia, Amir Syarifuddin

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi
Dengan teknik dokumenter ini, peneliti berusaha mengamati,
menclusuri dan mengumpulkan data untuk mendiskripsikan tentang
penetapan Pengadilan Agama Gresik mengenai permohonan dispensasi
kawin dibawah umur.
b. Interview
Yaitu dengan melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan
sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.”® Dalam hal ini

mengadakan Wawancara pada Hakim dan Panitera untuk mendapatkan

13 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 85
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informasi yang diperlukan dalam mengumpulkan data berkaitan dengan
penctapan Hakim PA Gresik tentang dispensasi kawin (Penetapan No.
0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dan Penetapan No 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs).
c. Kepustakaan

Penggunaan teknik ini sebagai bahan acuan dan pedoman, serta
dimaksudkan untuk menggali dan menemukan data-data yang dapat
dijadikan sebagai landasan teori terhadap permasalahan yang berkaitan
dengan perkawinan khususnya dispensasi kawin, pendeskripsiannya akan
lebih tepat jika menggunakan riset kepustakaan untuk melengkapinya.
Data tersebut ditelusuri melalui bahan pustaka buku-buku dan terbitan-

terbitan ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengolahan Data
Setelah data berhasil di kumpulkan, dan dilakukan pengolahan data
dengan menggunakan metode :

a. Editing, yaitu : membetulkan, memilih, dan meneliti data yang diperolch
untuk meneliti jawaban, apakah data tersebut sesuai dengan kenyataan
yang ada.

b. Pengorganisasian data, yaitu : mengukur dan menyusun data terscbut
sedemikian rupa schingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur

verifikatif.
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5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpulkan baik dari lapangan maupun dari
literatur maka dilakukan analisa. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan
dalam menganalisa adalah dengan menggunakan Metode Deskriptif dan
Metode Verifikatiff Metode Deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan
memaparkan berbagai persoalan yang terkait dengan masalah dispensasi
kawin. Sedangkan Mefode Verifikatif yaitu metode yang dapat menguji
kebenaran dari hasil hipotesis yang terjadi antara kedua variable yakni dua
perkara permohonan dispensasi kawin dibawah umur yang berbeda hasil
penetapannya. Kemudian diteliti dengan menggunakan pola pikir deduktif
yaitu membahas permulaan pembahasan perkawiﬁm dengan menggunakan
teori-teori atau dahl-dalll yang bersifat umum tentang batas usia perkawinan

kemudian disimpulkan dan diambil maknanya secara khusus.

Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan

hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam

lima bab sebagai berikut:

Bab I yakni berisikan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
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kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta
sistematika pembahasan.

Bab II tentang pembahasan yang berupa landasan teori yang memaparkan
tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat
perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, serta batas usia perkawinan.

Bab III tentang hasil penelitian yang berisi kedudukan dan wewenang
Pengadilan Agama Gresik, dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam
menerima dan menolak permohonan dispensasi kawin dibawah umur.

Bab IV tentang analisis terhadap pertimbangan dan dasar hukum yang
dipakai Hakim dalam menetapkan permohonan Nomor 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs
dan Nomor.0057/Pdt.P/2009/PA.Gs, serta menganalisis dua permohonan
dispensasi kawin dibawah umur yang berbeda hasil penetapannya.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan

saran.



BABII

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan
a. Menurut hukum Islam

Dalam Al Qur’an dan Hadis, perkawinan disebut dengan an-nikah
dan az-zawj atau az-zijah. Secara harfiah ada beberapa pengertian,
diantaranya alwat’y, yang artinya bersetubuh atau bersenggama, ad-
dammu artinya memeluk dan menjumlahkan dan al-jam‘v berarti
mengumpulkan.'

Para Imam Ulama berbeda pendapat tentang definisi arti nikah,
diantaranya sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad
yang berguna ﬁntuk memiliki mut ‘ah dengan sengaja, artinya seorang
laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota
badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

b. Ulama Syafi’iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad

dengan menggunakan kata ¢\<i atau g!s3 yang menyimpan arti

! Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005), 42

24
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memiliki wali, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki
atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad
yang mengandung arti muf’ah untuk mencari kepuasan dengan tidak
mewajibkan adanya harga.

d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad
dengan menggunakan lafadz zi)5 atau xSi untuk mendapatkan
kepuasan, artinya seorang laki-laki mendapatkan kepuasan dari
seorang perempuan dan sebaliknya.?

Menurut pendapat yang asah, akad perkawinan itu mengikat pihak
suami maupun istri, dan keduanya tidak boleh mencabut kembali setelah
akad terjadi.

Sedangkan menurut pendapat yang lain mengatakan, nikah adalah
akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat kemanusiaannya
menurut ketentuan yang diatur oleh syara’.*

Dari segi historis, nikah adalah akad atau perikatan untuk

menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan demi

2 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat Juz [(bandung: pustaka setia, 1999), 11

3 Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi'i Juz 2, terj. muhammad afifi dan abdul aziz, al-fighu asy-syafi’i
al-muyassar, (Jakarta: Almahira, 2008), 450

4 Umar Said, Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perkawinan, (Surabaya: Cempaka, 2000), 28
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mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi ketentraman
dan rasa kasih sayang.’

Berkenaan dengan semua definisi yang telah di paparkan di atas,
ada beberapa hal penting yang berlaku umum di dunia Islam, yaitu:

Pertama, perkawinan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
dengan bentuk akad atau kontrak.’

Kedua, hukum Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan
oleh seorang laki-laki dan perempuan.”

Ketiga, selain menyalurkan hawa nafsu biologis, tujuan utama dan
pertama dari akad perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam
rangka membentuk keluarga bahagia atau keluarga sakinah.®

Banyaknya perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan umtuk
memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat
yang satu dengan pendapat yang lain. Perbedaan ini hanya terdapat pada
keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-
banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan
pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan

di pihak yang lain.’

5 Ibid, 28

¢ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, 50

7 Ibid, 52
8 wid, 53

® Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkswinan, (Yogyakarta: Liberty,

1986), 8
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Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian
perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur
yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu
merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan
seoarang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti
perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah
adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara

seorang laki-laki dan seoarang wanita.'®

. Menurut hukum positif

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 28 discbutkan: “asas
perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua
calon Svami Istri"". Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1
Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujusn membentuk kelvarga (rumah tangga) yang baiag’a dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”'?

Ada beberapa hal dari rumusan definisi perkawinan dalam Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 di atas yang perlu diperhatikan:

I°M¢9

Y Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 3
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Pertama, digunakannya kata “scorang pria dengan seorang wanita”
mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin
yang berbeda. Bukan sesama jenis seperti yang ada di beberapa negara
barat.

Kedus, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung
arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang
berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup
bersama”.

Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan
yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan
sekaligus perkawinan temporal scbagaimana yang berlaku dalam
perkawinan mut ‘ah dan perkawinan tahlil,

Keempat, disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama

dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.”?

2. Anjuran dan Dasar Hukum Perkawinan
Anjuran menikah dalam Al Quran maupun Hadis banyak ditemui

diantaranya:

- Surat An Nur ayat 32

¥ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 40
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Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian disntara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.
dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” '

- Hadis Nabi

W&:p;ﬁwdcmtru,u;m\ul.ﬂmd,..,duquwuu;
? . o7
& o

Artinya: “Menikalh itu sunahku, maka barang sxapa yang tidak mau
mengikuti sunahku, dia bukan dari umatku, ”*

- Hadis nabi yang lain

(s oy ) LN Y Ll g lan oty g on il 2y jas oy dlie oo

Artinya: Dari Abdullah bin Umar “dunia itu harta bends dan sebaik-baik
harta benda dunia adalah perempuan yang saleh” Riwayat Muslim.'®

Dengan alasan yang ada dalam Al Qur’an dan Hadis tersebut maka
nyatalah manusia itu dianjurkan untuk menikah karena menikah itu menjaga

pandangan mata yang salah dan melindungi syahwat.!”

¥ bid, 549

15  Tbnu Majah, Sunan Tino Majab, Juz 1, (Beirut: Darul Kutub Iimiyah, tt), 592
16 Muslim, Imam Abi Husain, $ahih Muslim, 555

"7 1dris Ramulyo, Hukum Perkswinan Islam, (Jakarta: Bumu Aksara, 1999), 12
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Hukum asal menikah adalah sunah, namun hal itu bisa berubah menjadi
wajib atau bahkan haram melihat kondisi dan situasi, segolongan fugaha,
yakni jumhur, berpendapat bahwa nikah itu sunah hukumnya, golongan
Zahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib.'"® Secara terperinci  hukum
pernikahan terbagi sebagai berikut:

1. Wajib

Menikah diwajibkan bagi orang yang sudah mampu, yang akan
menambah taqwa karenanya dan dikhawatirkan akan berbuat zina apabila
tidak melaksanakannya karena menjaga jiwa dan menyelamatkan dari
perbuatan haram adalah wajib, kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali
dengan menikah."

Imam Qurtuby berkata bahwa orang bujangan yang sudah mampu
menikah dan takut diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada
jalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, maka tidak
ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika nafsunya telah
mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu membelanjai istrinya, maka

Allah SWT akan melapangkan rizqinya 2’

*® Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, tetj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin, Bidayatul
Moujtahid Wa Nihayatul Mugtasid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 394

' Alhamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 20

? Sayid Sabiq, Figih Sunah, terj. Mahyudin Syaf, Fighussunnah, (Bandung: Alma’arif, Juz. V1,
1980), 22
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2. Sunah

Menikah disunahkan bagi orang yang sudah mampu?!, tetapi ia masih
sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti
ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena
membujang (seperti pendeta) tidak diperbolehkan dalam Islam.?

Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah sependapat, bahwa menikah
hukumnya sunah bagi yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus
dalam lembah perzinaan, Ulama Malikiyah berpendapat, menikah sunah
bagi orang yang menyukainya, tetapi menginginkan ketunman karena ia
mampu melakukan kewajiban dengan mencari nafkah yang halal serta
mampu melakukan hubungan scksual. Sedangkan Ulama Syafi’iyah
menganggap bahwa menikah sunah bagi orang yang melakukannya dengan
niat mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

Sedangkan dalam kitab Fathul Qarib pengertian sunah dalam
pernikahan adalah bagi orang yang sudah ada keinginan yang kuat dan
sudah ada biaya untuk memberi nafkah®

3. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta,

tetapi apabila tidak menikah ia tidak khawatir akan berbuat zina dan

! Sulaiman Rasjid, Figih Islam, (Jakarta: Attahiriysh, 1976), 362

2 Alhamdani, Risalah Nikab, h.8.

B Slamet Abidin, Figh Munakahat Juz I, 35

% Ibnu Qasim Al Ghazi, Fathul Qarfb Jilid IT, tetj. Imron Abu Amar, Fathul Qarib, (Kudus: menara
kudus, 1983), 22
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seandainya menikah ia tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan
kewajibannya terhadap istri. Penikahan tersebut dilakukan sekedar untuk
memenuhi syahwat dan kesenangan, bukan dengan tujuan membina
keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.”® Menurut ulama
Hanabilah hukum menikah mubah bagi orang yang tidak mempunyai
keinginan wntuk menikah,?®

4. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dari segi

materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama schingga tidak

| khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai
kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap
istri, meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri.?’

Para ulama Hanabilah menyatakan bahwa menikah hukumnya
makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak
mampu memenuhi kewajibannya kepada istri.2?

5. Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu

melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban, seperti

memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin, seperti

» Basyir Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), 16
% Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakshat Juz I 36

* Basyir Ahmed Azhar, Hukum Perkawinan Islam, 16

% Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat Juz I, 36
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mencampuri istrinya.”” Menikah juga haram bagi orang yang berniat akan
menyakiti perempuan yang di kawininya.°

Mengenai keharaman menikah ini, Imam Qurtuby berkata bahwa
apabila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya, dan
membayar maharnya, atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidak boleh
laki-laki itu menikah sebelum ia dengan terus terang menjelaskan
keadaannya, atau sampai datang saatnya ia memenuhi hak-hak istrinya.
Begitu pula kalau ia karena suatu hal menjadi lemah, tidak mampu
menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang

agar perempuannya tidak tertipu olehnya.*!

3. Rukun dan Syarat Perkawinan
Para ulama sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi  setelah
dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yaitu:
1. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan
2. Sudah dewasa dan berakal
3. Kerelaan antara kedua calon (tidak ada paksaan)
4, Adanya wali
5. Adanya mahar atau mas kawin

6. Adanya dua orang saksi

® Alhamdeni, Risalah Nikzh, 8
* Sulaiman Rasjid, Figh Islam, 355
3 Sayyid Sabiq, Figh Sunnab, 355



7. Adannya ucapan ijab qabul

8. Adanya walimah (pesta perkawinan)

9. Adanya I lanun nikah (pendaftaran nikah).*?

10. Dicatatkan pada penulis yang adil (catatan sipil)**

Sedangkan syarat pernikahan ialah sesuatu yang mesti ada yang
menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak
termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti pengantin laki-laki dan
perempuan harus beragama Islam. >
Syarat-syarat perkawinan terdiri atas:

- Syarat-syarat suami dan istri :
1. Bukan mahram dari calon istri.

2. Tidak terpaksa.

w

. Jelas orangnya.

4. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- Syarat-syarat wali :

1. Laki-laki.

2. Baligh.

3. Waras akalnya.

4. Tidak dipaksa.

%2 Ydris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 49, Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di
Indonsis, 61, Alhamdani, Risalah Nikah, 30 dan Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i, 453

% Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat
Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 46

3 Abdul Rehmam Ghozali, Figh Munakahat, 46
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5. Adil
6. Tidak sedang jhram haji.
- Syarat-syarat saksi :
1. Laki-laki.
2. Baligh.
3. Waras akalnya.
4. Adil
5. Dapat mendengar dan melihat.
6. Tidak dipaksa.
7. Tidak sedang mengerjakan ihram haji.
8. Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul.
- Syarat sighat :
Sighat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti
oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.3*
- Syarat kerelaan:
Yakni kerelaan dari para pihak yang berkepentingan yaitu wali dan
kedua calon mempelai, akan tetapi orang yang akan menikah lebih besar
haknya bila dibandingkan dengan walinya. Sehingga untuk melaksanakan

pernikahan seseorang tidak boleh dipaksa walaupun itu walinya sendiri,

3 Alhamdani, Risalah Nikah, 30
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asalkan tindakannya fidak melanggar  ketentuan-ketentuan yang
berhubungan dengan haknya itu®®

Sedangkan syarat perkawinan sebagai mana tercantum dalam pasal 6
UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan ke dua calon mempelai,
2. Kedua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21

tahun harus mendapat izin dari ke dua orang tua.

3. Jika kedua orang tua telah meninggal maka izin diperoleh dari wali

yang msih hidup.>’

B. Batas Umur Perkawinan

1. Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam
Salah satu syarat perkawinan dalam penjelasan sebelumnya adalah
syarat dewasa untuk dapat melaksanakan perkawinan, walaupun tidak semua
ulama memasukkan sebagai syarat perkawinan, namun pada masa sekarang
kiranya persyaratan dewasa dinilai penting, karena perkawinan bukanlah
ajang permainan. Tanggung jawab adalah kunci dari kesuksesan dalam
berumah tangga, dan anak kecil yang belum dewasa dinilai belum bisa
bertanggung jawaB, untuk itu perlu adanya batasan minimal usia seorang

anak diperbolehkan melangsungkan perkawinan,

% Soemiyati, Hukum Perkawinan Islsm Dan Undang-Undang Perkawinan, 22
¥ UU No. I Talun 1974 tentang Perkawinan, 3
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Dalam Al Qur’an tidak secara eksplisit menetapkan usia kapan
seseorang diperbolehkan menikah, namun Al Qur’an secara implisit tampak
mengakui bahwa pernikahan sebagai salah satu ciri bagi kedewasaan

seseorang,’® yakni pada surat An Nisa' ayat 6:
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Artinya :“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk
menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas
(pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mercka
hartanya

Dan hadis Nabi:
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Artinya : menceritakan umar bin hafs bin ghiyat dari ayahnya berkata umar
abdurrahman bin yazid saya masuk bersama algomah kerumah
abdullah yang sedang bersama Nabi beliau berkata: wahai generasi
muda, barang siapa diantara kamu mampu berkeluarga hendaknya ia

38 Amin Summa, Hukum Kelvarga Islam di Dunia Islam, 185
% Departemen Agama RI, A/ Quran dan Terjemahnys, 115
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kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara
kemaluan dan barang sispa belum mampu hendaknya berpuass,

schab ia dapat mengendalikanmu, *°
Ada scperti persyaratan dalam ayat dan hadis diatas untuk
melangsungkan pernikahan, yaitu kemampuan dan kesiapan untuk
melaksanakan sebuah pemnikahan, kemampuan dan kesiapan untuk
melaksanakan pernikahan ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah

~ dewasa atau cukup umur.*!

Namun ada juga hadis yang secara eksplisit menerangkan tentang

batasan umur untuk menikah:

] . B ARG,
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Artinya: dari A‘isyah r.a. ia berkata "Aku telah dinikahi oleh Rasullah
S.A.W. ketika Aku masih berumur enam tahun dan Ia mencampuriku
ketika Aku berumur sembilan tahun”
Walaupun dalam hadis tersebut dengan jelas menentukan batas usia

nikah dan membolehkan pernikahan dibawah umur akan tetapi harus diingat

“0 Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Al Bukhari, Sahih Bukhari jilid ITT, (kairo, darul
hadis, 2004)

4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonsis, 67

“2 Imam Abi Husain Muslim, $ahih Muslim, 549
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bahwa pernikahan itu ditujukan untuk menambah keturunan yang bagus serta
kuat. Oleh scbab itu pernikahan hendaklah dilakukan setelah kedua calon
benar-benar matang untuk berumah tangga. Apabila kedua belah pihak masih
terlalu muda, keturunannya akan muda pula sehingga menurut medis kurang
sehat bagi ibu dan anaknya **

Para ulama ahli figh sepakat dalam menentukan dewasa dari segi fisik,
yaitu seseorang sudah dikatakan balig atau ketika sudah keluar mani bagi
laki-laki dan sudah haid atau hamil bagi perempuan.** Apabila tanda-tanda
itu dijumpai pada seorang amak laki-laki maupun perempuan maka para
fuqaha sepakat menjadikan umur sebagai suatu ukuran, akan tetapi mereka
berselisih paham mengenai batas seseorang yang telah dianggap sudah
dewasa.

Maliki, Syafi’i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak
merupakan bukti balig sescorang. Mercka juga menyatakan usia baljg untuk
anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak
bulu-bulu ketiak scbagai bukti balig seseorang, scbab bulu-bulu ketiak itu
tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi

menetapkan batas maksimal usia balig anak laki-laki adalah delapan belas

* Ibnu Mas"ud dan Zainal Abidin, Figih Mazhab Syafii, Buku II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),

289

“ Muhammad Ali Assayis, Tafiir Ayit Al Ahkam Al Qurin, 212



tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia balig anak perempuan
maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.*’

Adapun Imamiyah berpendapat bahwa usia balig anak laki-laki adalah
lima belas tahun dan anak perempuan sembilan tahun, sementara itu
pengalaman membuktikan bahwa kehamilan bisa terjadi pada anak gadis
sembilan tahun, sedangkan kemampuan untuk hamil dipandang sepenuhnya
sama dengan hamil itu sendiri.*

Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan beberapa hal, yakni antara
laki-laki dan perempuan tingkat kematangan berpikir dan hormonnya tidak
sama, antara satu Negara dengan Negara yang lain juga berbeda karena
pengaruh iklim suhu yang tidak sama.*’

Jadi walaupun hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur
tertentu, ini tidak berarti bahwa hukum Islam membolehkan perkawinan pada
usia muda. Di samping itu dilihat dari salah satu tujuan perikahan menurut
hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tentram, dan
kekal, maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang
melaksanakan pernikahan belum dewasa atau cukup umur dan matang
jiwanya. Menurut hukum Islam suatu pernikahan yang dilaksanakan dengan

maksud menyimpang dari tujuan pernikahan yang sebenarnya merupakan

:: Muhammad Jawad Mugniyah, Figih Lima Maz}ab, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008),317
Ibid, 318
%" Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Yekarta: Prenada Media, 2003), 90
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pernikahan yang dilarang. Oleh karena itu sejalan dengan tujuan pernikahan
itu sendiri dan demi kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung,
atas dasar pertimbangan “masl/ahah-mursala’ maka pernikahan harus
dilaksanakan pada batas umur tertentu di mana seseorangn sudah dianggap
dewasa dan matang jiwanya. Dengan demikian ketentuan batas umur dalam
Undang-Undang Perkawinan adalah scjalan dengan batas umur menurut

hukum Islam.*®

2. Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Positif
Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus
memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang
sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12.
Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai
b. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahum,
sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang
belum berumur 21 tahun.
d. Tidak melanggar larangan perkawinan.

e. Berlaku asas monogami.

“® Soemiyati, Hukum Perkawinen Islam dan UU Perkawinan, 71



42

f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.”

Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi
pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada pasal 7 ayat (1)
menyatakan bahwa: ‘perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai
umur 16 (enam belas) tahun’?.

Dengan adanya batasan umur perkawinan ini, dapat menghindari
penafsiran batas umur yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum Adat.>!

Dalam penjelasan umum Undang-Undang yang bersangkutan
menyebutkan bahwa Undang-Undang menganut prinsip dengan umur
tersebut calon suami istri itu dianggap telah masak jiwa raganya untuk
melangsungkan perkawinan, dan dianggap telah mampu mewujudkan tujuan
perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. ™

Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah
kependudukan, karena batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita
untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.*

Beberapa sebab perkawinan pada usia muda menurut Shanty Dellyana

ialah:

* Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Djambatan, 1998), 15

% UU No. 1 Tshun 1974 tentang Perkswinan, 4

5! Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada
Media Group, 2006), 71

52 Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, 16

% Shanty Dellyans, Wanits Dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 173
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a. Masih kuatnya adat kebiasaan kawin muda.

b. Pandangan tentang status yang lebih tinggi untuk wanita yang sudah
kawin.

c. Pendapat orang tua yang ingin nak perempuannya cepat kawin supaya
lepas dari tanggungannya®

Untuk itulah undang-undang mengatur batas minimal umur dalam
perkawinan, agar tujuan dari sebuah perkawinan bisa tercapai dan juga bisa
melindungi hak asasi scorang anak untuk bisa menikmati masa remajanya
serta mendapatkan pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi.

Dengan demikian peraturan mengenai batas umur ini sebenarnya sesuai
dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri
harus telah masak jiwa dan raganya.*

Meskipun telah ditentukan batas wmur minimal, melalui pasal 7 ayat
(2) tampak undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat
umur tersebut, bagi orang yang akan melakukan perkawinan dapat meminta
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tuanya. Sebagaimana ditentukan dalam Peratm Menteri Agama RI

Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 13 disebutkan:

54
Ibid, 174
% Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, T2



a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon
isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan
harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

b. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua
orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang
mewilayahi tempat tinggalnya.

c. Pengadilan Agama sectelah memeriksa dalam persidangan dan
berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk
memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadialan Agama memberikan
dispensasi kawin dengan suatu penetapan.*®

Peraturan tersebut telah memberikan penetapan mengenai batas usia
minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi karena
menurut hukum Islam mengenai usia untuk nikah hanya diisyaratkan balig,
maka diberi kemungkinan dispensasi oleh Hakim.

Sayangnya Undang-Undang tidak memberi penjelasan mengenai apa
saja alasan yang diperbolehkan untuk meminta dispensasi. Hanya masalah
dispensasi ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 7

ayat (6) jo pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan).’’

% Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975
% Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Niksh, 16
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Dispensasi yang dimaksudkan di sini adalah pengecualian penerapan
ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh
Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan
dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai

umur minimal untuk mengadakan perkawinan.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan
daerah pesisir sepanjang Kecamatan Kebomas sebagian Kecamatan Gresik,
Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujung Pangkah.
Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Gresik
meliputi 16 Kecamatan dengan luas 1.191.25 km jarak tempuh antara Desa
dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 km sampai dengan 45
km. Ongkos pemanggilan radius I (Rp.50.000) dan radius II (Rp.75.000), 16
Kecamatan tersebut, yaitu :

1. Kecamatan Gresik Radius I (0-2 km) terdiri dari 22 Desa

2. Kecamatan Kebomas Radius I (0-2 km) terdiri dari 20 Desa

3. Kecamatan Manyar Radius II (0-10 km) terdiri dari 23 Desa

4. Kecamatan Cerme Radius II (0-14 km) terdiri dari 23 Desa

5. Kecamatan Benjeng Radius IT (0-22 km) terdiri dari 23 Desa

6. Kecamatan Balongpanggang Radius II (0-30 km) terdiri dari 25 Desa
7. Kecamatan Duduksampeyan Radius II (0-15 km) terdiri dari 23 Desa
8. Kecamatan Driyorejo Radius IT (0-33 km) terdiri dari 16 Desa

9. Kecamatan Wringinanom Radius II (0-39 km) terdiri dari 16 Desa
10. Kecamatan Kedamean Radius II (0-27 km) terdiri dari 15 Desa

11. Kecamatan Menganti Radius II (0-26 km) terdiri dari 22 Desa

12. Kecamatan Sidayu Radius II (0-25 km) terdiri dari 21 Desa

13. Kecamatan Ujungpangkah Radius IT (0-36 km) terdiri dari 13 Desa



14. Kecamatan Panceng Radius IT (0-44 km) terdiri dari 15 Desa

15. Kecamatan Bungah Radius II (0-18 km) terdiri dari 21 Desa

16. Kecamatan Dukun Radius IT (0-30 km) terdiri dari 26 Desa’

Sedangkan penduduk Gresik sampai akhir tahun 2009 sebesar

1.170.143 jiwa berdasarkan jenis kelamin :

1.

589.191 jiwa penduduk Laki-laki.

2. 580.950 jiwa penduduk Perempuan.

Dari jumlah penduduk Kabupaten Gresik tersebut berdasarkan agama |

yang di peluk dapat dirinci sebagai berikut :

L

2.

5.

6.

Islam : 1.101.320

Kristen protestan : 15.084

Katolik : 11.628
Hindu : 1.743
Budha :2.085
Lainnya :181

2. Wewenang Pengadilan Agama Gresik

Kewenangan Pengadilan Agama gresik sesuai dengan undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah

kedalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan

! Pengadilan Agama Gresik, Sumber Data, 20 mei 2010
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undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah

sebagai berikut :

a. Perkawinan

1.

8.

9.

Izin poligami.

Pencegahan perkawinan.

Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Pembatalan perkawinan.

Kelalaian atas kewajiban suami atau istri.

Cerai talak.

Cerai gugat.

Harta bersama.

Penguasaan Anak.

10. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu.

11. Hak-hak mantan istri atau kewajiban mantan suami.

12. Pengesahan anak.

13. Pencabutan kekuasaan Orang Tua.

14. Perwalian.

15. Pencabutan kekuasaan wali.

16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan.

17. Ganti rugi terhadap wali.

18. Asal usul anak.
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19. Penolakan kawin campuran.
20. Isbat nikah.
21. Izin kawin.
22. Dispensasi kawin.
23. Wali adhol.
b. Ekonomi syari’ah.
c. Kewarisan.
d. Wasiat.
e. Hibah.
f. Wakaf.
g. Zakat, Infak, Shadaqoh.
h. P3HP, Penetapan ahli waris.
i. Perubahan biodata.
j.  Adopsi’
Jadi untuk permohonan dispensasi kawin di bawah umur diatur dalam
sub perkawinan.
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik
Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat
(1) dikatakan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim,

Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan

? Nur Hayati, Wawancara, Pengadilan Agama Gresik, 20 Mei 2010
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Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai
Panitera, Sckretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang
membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan
Agama yang ada di Indonmesia. Struktur tersebut sangat penting guna
mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing
bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun
1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik adalah
sebagai berikut:



KETUA
Drs. H. Damanhuri, S.H

WAKIL KETUA
PPN o~ ~~r=r~~~y~rrrmrrrrer
el Garis Koordinasi
HAKIM
: Garis Tanggung jawab
1. Drs. H. Mudjahidin, AR.M.Hum PANITERA/ SEKRETARIS
2. Drs. Kasnari
3. Dra. Hj. Azizah Ulfah Drs. Kysnaidi
4. Drs. Abmad Nurul Huda Wakil Panitera Wakil Sekretaris
5. H. Roihan S.H
Dra. Muzayyanah Abdul Kodir, S.Ag
1 . l
[ I | : | |
Panitera muda permohonan Panitera muda gugatan Panitera muda hukum E Kepala Urusan Kepala Urusan
' Kepegawaian Keuangan
Hj. Romlah, S.H Istiqgomi, S.H Nur Hayati, S.H i
: Huda Lukoni, S.HI
)
Panitera Pengganti Jurusita/ Jurusita pengganti Kepala Urusan Umum
1. Dra. Sehun al-Jufri 1. Oscar Legim-in S.H Al Muhtarom, S.H
2. Hujaidi SH
2. Safia Umar, S.H 3. Abdul Fagih
. 4, Diyah Rahmawati
3. Muhammad Sun'an S.H 5. Huda Lukoni, S.H.I
4. Emi Rumhastuti S.Ag 6. Ali Muhtarom, S.H.I

52
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B. Penctapan Pengadilan Agama Nomor. 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dan
Nomor.0057/Pdt.P/2009/PA.Gs
Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan
kasus penetapan permohonan dispensasi kawin dibawah umur. Adapun
penctapan yang penulis analisis di Pengadilan Agama Gresik adalah penctapan
nomor: 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dan nomor: 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs
1. Penectapan Nomor: 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara
dispensasi kawin yang diajukan oleh seorang yang bernama :

1. Pemohon umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tani,
tempat tinggal di Kabupaten Gresik, sebagai “Pemohon”.

2. Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Agustus
2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik
Nomor: 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs mengemukakan hal-hal sebagai berikut
(posita):

a. Bahwa pemohon tclah menikah secara sah dengan seorang bernama
Sumini binti Tais Pada tanggal 23 Mei 1976, yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Menganti, Kabupaten Gresik ternyata dalam kutipan Akta Nikah,



Nomor : 196/67/1976 tanggal 23 Mei 2008) dan dikaruniai 3 orang
anak bernama:

1. Anak ke 1, 25 tahum

2. Anak ke 2, 21 tahun

3. Anak ke 3, 15 tahun.
. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang
bernama Anak Kandung Pemohon, lahir 23 Agustus 1993, umur 15
tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, status perawan, tempat
kediaman di Kabupaten Gresik. Dengan calon Suami yang bernama
Calon Suami Anak Kandung, lahir 10 Oktober 1982, agama Islam,
pekerjaan swasta, status jejaka, tempat kediaman di Kabupaten
Gresik.
. Bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut
telah ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, oleh karena sekarang ini
anak Pemohon (calon Isteri) yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1993
masih berumur 15 tahun.
Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan atau
pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali

syarat usia bagi amak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.
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Namun perkawinan atau pernikahan tersebut sangat mendesak untuk
tetap dilangsungkan.

. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup
lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai telah cukup
dekat dan intim sejak 2 bulan lamanya.

Bahwa selama 2 bulan tersebut antara anak Pemohon dengan calon
suaminya sudah cukup lama akrab dan intim, dan calon suami anak
Pemohon sering mendatangi anak Pemohon, schingga membuat
Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang olch
ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

. Bahwa Pemohon sendiri tidak secara terus menerus mengawasi
pergaulan anak Pemohon karena Pemohon tidak bisa mengawasi jika
keduanya bepergian atau keluar rumah.

Bahwa oleh keadaan tersebut schingga Pemohon merasa pergaulan
anak Pemohon dengan calon suvaminya akan menimbulkan fitnah
perzinaan.

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada
hubungan darah dan atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk
melangsungkan pernikahan.

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya

berstatus jejaka serta telah aki/ baligh dan sudah siap untuk menjadi
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seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah
siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta
telah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan tetap setiap harinya
Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon
telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga
lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk
menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir
dan batin sakinah mawadah warohmah.

Dan dalam petitumnya, pemohon memohon kepada Bapak Ketua

Pengadilan Agama Gresik c.q. Majelis Hakim agar berkenan membuka

persidangan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair :

a.

b.

C.

Mengabulkan permohonan Pemohon.
Menyatakan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk kawin/
atau menikah dengan calon suaminya.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

a

Mohon putusan yang seadil-adilnya
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Pemohon dan anak Pemohon serta calon suaminya hadir di persidangan dan
Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat-naschat agar Pemohon
menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut berusia 16
tahun dan tidak melanjutkan Permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada
pendirianya sebagaimana Permohonannya di atas, oleh kerena itu dibacakan
Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahakan Pemohon sebagaimana
diuraikan diatas.
Menimbang, bahwa anak Pemohon dimuka persidangan telah
memberikan keterangan sebagai berikut : |
a. Bahwa ia (anak Pemohon) telah tamat sckolah SMP dan kini berada di
rumah saja dan membantu pekerjaan orang tua sehari-hari, dan sejak dua
bulan berlalu telah berkenalan dengan calon suaminya dan atas dasar
saling mencintai, kini telah sepakat untuk membina rumah tangga
bersama dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain, anak pemohon
menyatakan bahwa sejak duduk di bangku SMP telah mengalami
menstruasi (haid).

b. Bahwa calon svami amak Pemohon memperkuat keterangan amak
Pemohon bahwa kehendak akan melangsungkan perkawinan tersebut
adalah atas dasar cinta berdua tanpa ada unsur paksaan pihak lain serta

mengingat ia (calon suvami anak Pemohon) telah berpenghasilan
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Rp.40.000,- setiap harinya sehingga dianggap cukup dalam membina
rumah tangganya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon

dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1.

Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan tertanggal 15 Agustus 2008
Nomor: Kk.13.25.15/PW.01/659/08 dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik (P.1)

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rapat ( Pemohon ) Nomor :
352513 300751 0001 tanggal 07 Agustus 2008 yang dikeluarkan olech
Camat Kecamatan Menganti atas nama Bupati Gresik (P.2)

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Rapat dan Sumini dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Nomor :
196/67/1976 tanggal 23 Mei 1976 (P.3)

Foto Copy Keterangan untuk menikah atas nama Calon Suami yang
dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benowo, Kecamatan Benowo, Kota
Subaya Nomor : 474.2/87/436.8.30.3/2008 tanggal 14 Agustus 2008(P-4)

Foto Copy Keterangan untuk menikah atas nama Anak Kandung yang
dikelvarkan oleh Kepala Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti,
Kabupaten Gresik, Nomor :474.2/31/403.96.20/2008 tanggal 14 Agustus

2008 (P-5)
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6. Foto Copy Surat Kelahiran atas nama Indrawati dari Puskesmas
Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, tertanggal 14
September 1993( P.6)

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon dalam persidangan ini
juga mengajukan dua orang saksi :

1. SAKSI I : umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat
kediaman di Kota Surabaya., memberikan keterangan di bawah sumpah,
yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah calon besan
Pemohon.

b. Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah
untuk mohon dispensasi untuk mengawinkan anaknya bernama Anak
Kandung yang belum cukup umur dan ditolak oleh KUA Kecamatan
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik

c. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama
saling mencintai, tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan
keduanya sudah siap baik fisik maupun mental untuk membina rumah
tangga

d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada

hubungan darah atau sesusuan



¢. Bahwa Calon suami berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon
berstatus perawan dan Calon Suami Eko Sampumo bin Nyono sudah
mempunyai pekerjaan scbagai swasta dan saksi tahu penghasilannya
setiap hari sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

. SAKSI II : umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat

kediaman di Kabupaten Gresik., memberikan keterangan di bawah

sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga
dekat Pemohon

b. Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah
untuk mohon dispensasi untuk mengawinkan anaknya yang belum
cukup umur dan ditolak oleh KUA Kecamatan Menganti, Kabupaten
Gresik Kabupaten Gresik

c. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama
saling mencintai, tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan
keduanya sudah siap baik fisik maupun mental untuk membina rumah
tangga

d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada
hubungan darah atau sesusuan

¢. Bahwa Calon suami berstatus jejaka sedangkan amak Pemohon

berstatus perawan dan Calon Suami Eko Sampurno bin Nyono sudah
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mempunyai pekerjaan sebagai swasta dan saksi tahu penghasilannya
setiap hari sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas,
Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa calon suami juga hadir menghadap di persidangan
dan menyatakan bahwa rencana pernikahannya dengan calon istrinya adalah
atas persetujuan dirinya tanpa paksaan dari siapapun selanjutnya ia
menyatakan siap dan sanggup menjadi suami yang baik untuk calon istrinya
tersebut serta sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai
seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon
mohon agar Pengadilan Agama Gresik memberikan Dispensasi kepada Anak
Pemohon untuk kawin atau menikah dengan calon istrinya selanjutnya
Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan
.mohon putusan.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah
diajukan, serta Hakim memperoleh keyakinan tentang kebenaran peristiwa-
peristiwa tersebut Majelis Hakim pada akhirnya mengabulkan permohonan
dispensasi kawin dengan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
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Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk kawin
atau menikah dengan calon Suaminya
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini dihitung sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu).

2. Penetapan Nomor: 0057/Pdt.P/2009/Pa.Gs

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada tingkat pertama tclah menjatuhkan putusan dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh seorang yang bernama :

1.

Pemohon Asli, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan

Tani, tempat tinggal di Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon”

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Juli 2009

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor:

0057/Pdt.P/2009/PA.Gs mengemukakan hal-hal sebagai berikut (posita):

a. Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang bernama
Suami Pemohon Asli Pada tanggal 07 Juli 1991, yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng,
Kabupaten Gresik ternyata dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor :
132/24/VII/1991 tanggal 08 Juli 1991, Bakda dukhul dan dikarumiai 3
orang anak bernama :
1. Anak ke 1, umur 14 tahun

2. Anak ke 2, umur 4,5 tahun
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3. Anak ke 3, umur 7 bulan

b. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang
bernama Anak Kandung Pemohon, lahir 07 Juli 1995 umur 14 tahun,
agama Islam pendidikan kelas III Tsanawiyah, pekerjaan tidak
bekerja, status perawan, tempat kediaman di Kabupaten Gresik.
Dengan calon Suaminya yang berama Calon Suami Anak Pemohon,
tanggal lahir 25 Desember 1982, agama Islam, pendidikan STM,
pekerjaan Wiraswasta (peternak ayam), status jejaka, tempat
kediaman di Kabupaten Gresik.

c. Bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut
telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukodono, Tanggal 23 Juli 2009 Nomor
KK.13.25.9/PW.01/185/2009, oleh karena sekarang ini anak
Pemohon yang lahir pada tanggal 07 Juli 1995 masih berumur 14
tahun.

d. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinanan atau
pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali
syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.
Namun perkawinan atau pernikahan tersebut sangat mendesak untuk

tetap dilangsungkan



¢. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup
lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 3 bulan
lamanya schingga antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah
cukup lama akrab dan intim, dan calon suami anak Pemohon sering
mendatangi anak Pemohon, schingga membuat Pemohon sangat
khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum
Islam apabila tidak segera dinikahkan.

f. Bahwa Pemohon sendiri tidak secara terus menerus mengawasi
pergaulan anak Pemohon karena Pemohon tidak bisa mengawasi jika
keduanya berpergian atau keluar rumah.

g. Bahwa oleh keadaan tersebut schingga Pemohon merasa pergaulan
anak Pemohon dengan calon suaminya akan menimbulkan fitnah
perzinahan.

h. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada
hubungan darah dan atau sesusuan yang menghalangi keduanya
untuk melangsungkan pernikahan.

i. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan calon suaminya
berstatus jejaka serta telah akil baliq dan anak Pemohon sudah siap
untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon
suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau

kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta (peternak



65

ayam) dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah).

j. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon
telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak
ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan
tersebut.

k. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap umtuk
menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir
dan batin.

Dan dalam petitumnya, pemohon memohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Gresik c.q. Majelis Hakim agar berkenan membuka
persidangan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair :
a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
b. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama
Anak Pemohon Asli untuk kawin/menikah dengan calon suaminya
Calon Suami Anak Pemohon Asli.

c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

a. Atau menjatuhkan penctapan yang seadil-adilnya
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon
dan anak Pemohon serta calon suaminya hadir di persidangan dan Majelis Hakim
telah berupaya memberikan naschat-nasehat agar Pemohon menunda rencana
menikahkan anaknya sampai anak tersebut berusia 16 tahun dan tidak
melanjutkan Permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada pendirianya
sebagaimana Permohonannya di atas, oleh karena itu dibacakan Permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan menambahkan
bahwa tidak ada hal yang mendesak schubungan dengan permohonannya ini,
kecuali hanya untuk meringankan biaya sekolah anak, karena Pemohon scorang
janda, dan Pemohon ingin menikahkah anaknya karena ada yang membiayai
sckolah anaknya, dan setelah menikah anak Pemohon tetap akan melanjutkan
sekolah.

Menimbang, bahwa anak Pemohon (calon Istri) di muka persidangan telah
memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa anak Pemohon masih berumur 14 tahun dan masih sckolah di

Mts. Kelas 3.
b. Bahwa setelah menikah tetap akan melanjutkan sekolah.
c. Bahwa menikah atas kehendak orang tua agar setelah menikah ada

yang membiayai sckolah.
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Menimbang, bahwa calon suaminya juga hadir menghadap di persidangan
dan menyatakan bahwa ia akan menikahi anak Pemohon agar bisa membiayai
sckolah anak Pemohon yang setelah menikah akan tetap melanjutkan sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon
agar Pengadilan Agama Gresik memberikan Dispensasi kepada Anak Pemohon
untuk menikah dengan calon suaminya selanjutnya Pemohon menyatakan tidak
lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon Penetapan.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan, serta Hakim
memperoleh keyakinan tentang kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut maka
Majelis Hakim pada akhimya menolak permohonan dispensasi kawin dengan
menetapkan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga

kini dihitung sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hakim dan Dasar Hukum Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin
di Pengadilan Agama Gresik
1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor:
0048/Pdt.P/2008/PA.Gs
a. Menimbang, bahwa isi dan maksud daripada permohonan pemohon pada

pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut diatas.
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b. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, yang

dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta

berdasarkan keterangan amak Pemohon serta calon suaminya maka

terdapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1.

Bahwa calon isteri adalah anak kandung Pemohon yang saat ini

berusia 15 tahun, lahir 23 Agustus 1993 dengan status perawan.

. Bahwa calon suami, berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab,

sesusuan atau hubungan mushoharoh dengan calon isterinya tersebut.

. Bahwa rencana pernikahan calon isteri dengan calon suami adalah

atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

. Bahwa calon suami menyatakan telah siap dan sanggup menjadi

suami yang baik untuk calon isterinya, serta menyatakan sudah
mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami

yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga.

. Bahwa calon Istri menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri

yang baik untuk calon suaminya, serta menyatakan sudah mengerti
tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai scorang Istri yang
bertanggung jawab dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dengan bukti-bukti yang
disampaikan, dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1 dan 2)

Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, oleh karena itu dengan
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memperhatikan pasal 7 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974 jo
pasal 6 ayat 2 huruf (¢) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
Permohonan Pemohon telah dipandang memenuhi ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu permohonan
pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan memperhatikan
Qoidah Fighiyah yang berbunyi :
aloadly J gia el Lo pLa) i o

Artinya ‘Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu
memperhatikan kemaslahatan rakyatnya “.

allad qils Lo a3 aulid) 5
Artinya : Menolak atau menghindari mafsadah ( madlorot ) harus

didahulukan dari pada kemaslahatan ( kebaikan )

Pertimbangan Hakim yang tertulis dalam BAP adalah:

1.

Pertimbangan menghindari zina karena seringya bepergian dan sudah
bergandengan tangan layaknya suami istri dan sering pulang malam
bahkan pernah menginap di rumah calon suami anak pemohon.
Pertimbangan adanya niatan baik dari calon suami anak pemohon dengan
melamar anak pemohon.

Pertimbangan dewasa dengan pernyataan sudah haid.

Dan pertimbangan atas kemauan sendiri, bukan paksaan.
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2. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor:
0057/Pdt.P/2009/PA.Gs

a. Menimbang, bahwa isi dan maksud daripada permohonan Pemohon pada
pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut diatas.

b. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon,
keterangan anak Pemohon serta calon suaminya sebagaimana tersebut di
atas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mohon dispensasi kawin dengan tujuan setelah
anaknya meniksh ada yang membiayainya sekolah.

2. Bahwa tidak ada hal lain yang mendesak kecuali hanya untuk
meringankan biaya sekolah anak, karena Pemohon seorang janda.

¢. Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan Pemohon
tidak cukup alasan menurut hukum sebagaimana yang di sebutkan pada
pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya
maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan hakim yang tertulis dalam BAP adalah:
1. Pertimbangan kehendak orang tua.
2. Pertimbangan jarang bepergian bersama.
Pertimbangan-pertimbagan hakim tersebut dalam menetapkan perkara
permohonan dispensasi tidak boleh bertentangan dengan undang—undang

perkawinan itu sendiri, karena persyaratan yang ada dalam perkawinan juga
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berlaku pada pertimbangan hakim dalam menectapkan perkara, misalnya
persyaratan persetujuan oleh kedua calon mempelai, artinya anak yang
dimintakan dispensasi oleh orang tuanya harus atas kehendak anak tersebut

bukan atas kehendak orang tuanya.’

? Mudjito, Wawancara, Pengadilan Agama Gresik, 5 mei 2010



BABIV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA GRESIK YANG MENERIMA DAN YANG MENOLAK

PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR

A. Analisis Terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik Dalam
Perkara Dispensasi Kawin Dibawah umur

Pada dasamya dalam menyelesaikan suatu perkara yang dibawa ke
persidangan dan supaya keputusan Hakim benar-benar mewujudkan keadilan
maka hendanknya Hakim mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam
perkara dispensai kawin, dan juga Hakim harus mempertimbangkan landasan
hukum apa yang akan dipakai sebelum memberikan putusah.

Seorang Hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum yang akan dipakai
untuk menetapkan suatu perkara tidak boleh bertentangan dengan Undang-
Undang atau hukum Islam. Namun seorang Hakim diperbolehkan memutus
perkara dengan ijtihadnya, selama tidak bertentangan atau tidak diatur secara
pasti dalam undang-undang maupun hukum Islam.

Pertimbangan Hakim juga didasarkan pada pernyataan Pemohon di muka
persidangan dengan dikuatkan oleh para Saksi, akan tetapi Hakim juga tidak bisa

percaya begitu saja mengenai keterangan yang sudah diajukan di muka

72
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persidangan, untuk itu perlu adanya bukti-bukti yang nyata untuk mengetahui

kebenaran dari pernyataan pemohon dan para saksi

1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor.

0048/Pdt.P/2008/PA.Gs

Sudah diuraikan dalam bab III sub  C nomor satu bahwasanya

pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara nomor

0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dengan pertimbangan yang intinya sebagai berikut:

a.

Bahwa rencana pernikahan calon isteri dengan calon suami adalah atas
persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. dan anak
pemohon dinilai sudah dewasa menurut hukum Islam dengan ditandai
dengan sudah haid.

Bahwa calon suami menyatakan telah siap dan sanggup menjadi suami
yang baik untuk calon isterinya, serta menyatakan sudah mengerti tugas-
tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung
jawab dalam membina rumah tangga.

Bahwa calon Istri menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri yang
baik untuk calon suaminya, serta menyatakan sudah mengerti tugas-
tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung
jawab dalam membina rumah tangga. |

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim sangat berhati-hati

dalam mengabulkan permohonan dispensasi. walaupun hukum Islam sendiri
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tidak menentukan batas usia minimal untuk menikah, namun pertimbangan
Hakim tetap bersandar pada Undang-Undang Perkawinan yang secara pasti
menetapkan batas usia perkawinan, dengan mempertimbangkn hukum Islam
juga.

Pertimbangan Hakim yang pertama adalah pernikahan tersebut atas
kehendak sendiri atau suka sama suka, walaupun dalam hukum Islam tidak
ada persyaratan suka rela dalam perkawinan, bahkan dalam hukum Islam ada
istilah wali musbir yakni wali yang bisa memaksa anaknya untuk menikah.
Namun Hakim terikat oleh undang-undang yang berlaku pada suatu Negara,
dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 1
yang menerangkan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan
kedua calon mempelai.” Persetujuan yang dimaksud dalam pasal ini adalah
tidak karena paksaan orang lain melainkan atas dasar suka rela atau suka
sama suka.

Dalam pertimbangan Hakim yang kedua yakni calon suami mempunyai
kesiapan dalam berumah tangga dibuktikan dengan punya penghasilan yang
tetap, nampaknya Hakim juga mempertimbangkan kemampuan tersebut
setelah mereka berdua menikah. Dengan pertimbangan kemampuan

menafkahi untuk calon istri yang mana diharapkan tidak ada penelantaran

' UU No. 1 Tshun 1974 tentang Perkawinan
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istri karena suami tidak mampu memberi nafkah, pertimbangan ini

didasarkan pada hadis
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Artinya : menceritakan Umar bin Hafs bin Giyat dari ayahnya berkata Umar
Abdurrahman bin Yazid saya masuk bersama Alqomah kerumah
Abdullah yang sedang bersama Nabi beliau berkata: wahai generasi
muda, barang siapa diantara kamu mampu berkeluarga hendaknya
ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara
kemaluan dan barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa,
sebab ia dapat mengendalikanmu.

Mampu yang dimaksud dalam hadis ini tidak saja mampu menafkahi
secara rohani namun juga manpu menafkahi secara jasmani, yakni memberi
materi untuk keperluan kehidupan sehari-hari, jadi Hakim juga
mempertimbangkan kehidupan mereka setelah berumah tangga, tidak hanya

mempertimbangan pada waktu meminta dispensasi saja.

2 Imam Muslim, $2hih Muslim, (Beirut: Darul Kutub Al Itmish, 2003), 555
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Pertimbangan yang selanjutnya adalah saling mengerti antara kedua
calon mempelai tentang tugas mereka masing-masing yakni hak dan
kewajiban, hal ini sangat penting mengingat bahwa perkawinan bukan hanya
hubungan seksual semata antara laki-laki dan perempuan namun lebih dari itu
yakni saling menyayangi, menghormati dan mengerti satu sama lain, yang
hanya bisa didapatkan bila keduanya saling mengerti antara hak dan
kewajiban masing-masing Hal ini seperti yang tertulis dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal 77 ayat 2 “swami istri wajib saling cinta mencintai,
hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu

dengan yang lain.” 3

2. Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penetapan ~ Nomor.
0057/Pdt.P/2009/PA.Gs
Dalam pertimbangan Hakim yang ada dalam penetapan nomor
0057/Pdt.P/2009/PA.Gs dan sudah dipaparkan dalam bab III sub C nomor dua
yang intinya sebagai berikut:
a. Pertimbangan yang tidak mendesak untuk melaksnakan perkawinan
kecuali hanya untuk meringankan biaya sekolah.
b. Pertimbangan anak pemohon yang masih sekolah dan mendengarkan
langsung dari anak pemohon bahwa setelah menikah tetap akan

melanjutkan sekolah.

3 Kompilasi Hukum Islam
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¢. Pertimbangan perkawinan tersebut atas kehendak orang tua.

Melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim dengan cepat
memutus perkara tersebut tanpa meminta bukti-bukti dan menghadirkan para
saksi. Hal ini dilakukan karena melihat pernikahan yang akan dilakukan oleh
anak pemohon tidak atas kebutuhan untuk menikah secara murni namun pada
kebutuhan biaya sekolah, sehingg bukan hikmah atau tujuan menikah secara
umum yang didapat melainkan tujuan materi yang akan diperoleh setelah
menikah, dengan melihat penyataan tersebut Hakim menganggap pernikahan
tersebut tidak mendesak, karena memang tujuannya hanya materi saja.

Pertimbangan yang kedua adalah karena anak pemohon yang akan
dimintakan dispensai kawin masih sekolah dan akan terus melanjutkan
sekolah setelah menikah nanti, pertimbangan tetap konsentrasi melanjutkan
sekolah atau cukup berhenti kemudian menikah untuk seoarang anak yang
masih muda, Hakim jelas akan mempertimbangkan kemaslahatan yakni
melanjutkan sekolah lebih maslahah dari pada menikah di usia dini, karena
dengan melanjutkan sekolah dan tidak terganggu oleh perkawinan diharapkan
masa depan anak tersebut lebih baik.

Dan pada pertimbangan terakhir adalah karena pernikahan tersebut atas
kehendak orang tua. Atas dasar inilah Hakim menolak permohonan
dispensasi kawin karena bertentangan dengan undang-undang perkawinan

nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 1, dimana dalam pasal ini dijelaskan tentang
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pernikahan yang dilaksanakan atas persetujuan atau kehendak kedua calon

mempelai.

Dari uraian di atas penulis mempunyai asumsi bahwa sebelum Hakim
menetapkan perkara dispensasi kawin untuk bisa dikabulkan atau ditolak,
minimal Hakim harus mempunya tiga pertimbangan secara umum:

a. Pertimbangan ilmu, yaitu Hakim mempertimbangkan apakah calon
suami istri tersebut sudah mengerti tentang hukum perkawinan yang
meliputi hak dan kewajiban suami istri dan tanggung jawab dalam
berumah tangga atau tidak.

b. Pertimbangan nafkah, yaitu Hakim melihat calon suami apakah sudah
mampu memberikan nafkah lahir batin kepada calon istrinya atau tidak,
yang kelak menjadi pendamping hidupnya dalam berumah tangga, hal ini

sesuai dengan surat Al Bagarah ayat 233:
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Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tshun
penul, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu
dengan cara maruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknyas, dan
warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih -
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan  keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas kedvanya. dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
melihat apa yang kamu kerjakan.*

¢. Pertimbangan kedewasaan, dalam hal ini Hakim selain melihat undang-
undang yang telah memberikan batasan minimal dalam perkawinan juga
melihat kedewasan dari calon pengantin tersebut, bisa jadi umurnya
masih belum cukup seperti dalam undang-undang namun cara berfikir
dan postur tubuh sudah bisa dikatakan dewasa, begitu juga scbaliknya
umurnya sudah di atas batasan dalam undang-undang namun cara
berfikimya masih kekanak-kanakan, dalam hal ini pertimbangan Hakim

tentu didasarkan pada cara berfikir yang dewasa.

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang Dijadikan Pedoman Oleh Hakim Dalam
Perkara Dispensasi Kawin Dibawah umur
Undang-undang Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan.
Dalam undang-undang perkwinan pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas

“ Departemen Agama RI, A/ Ow’an dan Terjemahnya, 57
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tahun dan pihak perempuan mencapai umur enam belas tahun. Akan tetapi
undang-undang mempunyai keringnan terhadap calon pengantin yang umurnya
belum mencapai batas umur yang ditentukan dalam Undang-Undang, yakni
dengan meminta dispensasi kawin ke pengadilan atau pejabat yang berwenang.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
meyebutkan bahwa yang dimaksud anak-anak adalah mereka yang berusia 18
tahun, dalam Undang-Undang tersebut ada perlindungan hak anak yang harus
dijaga, yakni:
1. Perlindungan hak untuk mendapatkan pendidikan (pasal 9)
2. Perlindungan hak untuk berpikir dan berekplorasi (pasal 6)
3. Perlindungan hak untuk menyatakan pendapat dan didengarkan pendapatnya
(pasal 10)
4. Perlindungan hak untuk memenfaatkan waktu luang dan bergaul dengan
teman sebaya, bermain dan berkreasi (pasal 11)°
Dalam pandangan hukum Islam tidak ada batasan umur dalam perkawinan,
bahkan ada riwayat Hadis yang menerangkan bahwa Siti A‘isyah dinikahi oleh
Rasulullah pada umur 6 tahun dan berkumpul dalam satu rumah pada umur 9

tahun,

® UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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Artinya: dari A‘isyah r.a. ia berkata "Aku telah dinikhi oleh Rasullah S.A.W.
ketika Aku masih berumur enam tahun dan Ia mencampuriku ketika

Aku berumur sembilan tahun™

Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin selain berlandaskan
pada Undang-Undang juga berlandaskan pada dalil-dalil hukum Islam seperti
Qowaidul Fighiyah, sehingga diharapkan pertimbangan Hakim dalam berijtihad
mempunyai landasan hukum yang kuat untuk dijadikan pedoman dalam

penetapan tersebut.

1. Analisis Dasar Hukum Dalam Penetapan Nomor. 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs
Mengenai landasan hukum yang dipakai Hakim dalam penetapan
nomor 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs adalah:
a. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan 2
b. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 6 ayat 2 hurufe

c. Qowaidul fighiyah

% Imam Abi Husain Muslim, Sahih Muslim,
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inbally by de ) Lo sl O e

Artinya: tindakan pemimpin kepada rakyatnya tergantung dengan
kemaslahatan.”

d. Dan juga Qoidak

t\..,ah g...l:- Lfb f-ﬁ.b dewlal £

Artinya: mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan®
Dengan melihat ketentuan dasar hukum yang dipakai Hakim tersebut

penulis masih belum menemukan korelasi antara pertimbangan Hakim
dengan dasar hukum tersebut, karena dasar hukum yang dipakai masih
bersifat subjektif Hakim dalam memutus perkara tersebut. Jika dilihat secara
seksama undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkanjika pihak pria sudah mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam

belas) tahum.”

Dan pasal 2 yang berbunyi:

;Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyah, (jakarta: maktabah saadiyah, tt), 40
Ibid, 35



83

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tua pihak pria maypun pihak wanita.”
Pasal 7 ayat 1 dan 2 tersebut_ hanya berbicara tentang larangan kawin
sebelum batas umur, serta solusi bagi yang ingin menikah di usia muda,
namun selebihnya tidak membahas mengenai persyaratan apa saja seorang
anak yang masih dibawah umur diperbolehkan untuk menikah. Begitu pula
dengan peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 pasal 6 ayat 2 huruf e yang
berbunyi:
“Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai
Pencatat meneliti pula: Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang”

Yang dimaksud penelitian pada pasal 6 ayat 2 tersebut adalah:
‘Pegawai  Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak
melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan
telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut
Undang-Undang.”

Jika dihubungkan antara ayat 1 dengan ayat 2 huruf e pasal ini dimana
ayat 1 menerangkan mengenai Pegawai Pencatat Perkawinan yang meniliti
syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang, dengan ayat 2 huruf e

tentang dispensasi perkawinan yang dikembalikan lagi pada Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974. Ini menunjukkan bahwa syarat-syarat perkawinan juga
berlaku pada dispensasi kawin.

Dasar hukum selanjutnya yang dipakai Hakim adalah dua Qaidah
Fighiyah, dimana keduanya hanya membahas tentang mas/ahal dan
mafsadah saja, tidak secara langsung membahas tentang alasan apa saja
Hakim bisa menerima dan menolak permohonan dispensasi kawin, ini
menunjukkan bahwa Hakim dalam menerima dan menolak perkara dispensasi
kawin masih bersumber pada ijtihad Hakim itu sendiri dan hasil ijtihad antara
satu Hakim dengan Hakim yang lain tentu berbeda, schingga perkara

dispensasi kawin menurut penulis belum cukup jelas aturannya.

2. Analisis Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penetapan = Nomor.
0057/Pdt.P/2009/PA.Gs
Dalam perkara ini Hakim berlandaskan pada Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi:
“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”
Dalam pasal tersebut menerangkan seseorang yang dapat menyimpang
dari ketentuan pasal 7 ayat 1, dengan kata lain pengertian pasal 7 ayat 2
adalah prosedur dimana seorang yang belum cukup umur menurut ketentuan

Undang-Undang dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau
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Pejabat yang berwenang, selebihnya pasal ini tidak membahas tentang alasan
ditolaknya dispensasi kawin, karena bunyi pasal ini “dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan” ini berarti seseorang yang datang ke
Pengadilan untuk meminta dispensasi, secara tidak langsung sudah
memperoleh izin dispensasi kawin, namun kenyataannya bukan seperti itu
melainkan Pengadilan atau Hakim mempunyai alasan atau pertimbangan
scndm, sedangkan pasal ini tidak membahas alasan-alasan apa saja bisa
diterimanya dispensasi kawin.

Menurut pendapat penulis, dalam perkara ini seharusnya bukan pasal 7
ayat 2 yang dijadikan landasan hukum dalam menolak dispensasi kawin,
namun yang lebih tepat adalah pasal 6 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,”

Sudah dilelaskan pada bab III huruf ¢ mengenai pertimbangan Hakim
yang mempertimbangkan tentang pernikahan anak pemohon atas kehendak
orang tua dengan kata lain bukan atas kemauan anak itu sendiri, jadi landasan
hukum yang lebih tepat adalah pasal 6 ayat 1 yang menerangkan tentang
syarat-syarat perkawinan, dan menurut Hakim Mudjito SH. syarat-syarat

perkawinan berlaku juga pada dispensasi kawin.’

® Mudjito, Wawancara, Pengadilan Agama Gresik, 5 mei 2010
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C. Analisis Terhadap Dua Permohonan Dispensasi Kawin Yang Berbeda Hasil
Penetapannya

Ada sedikit kerancuan dalam penatapan dasar hukum antara perkara nomor
0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dengan perkara nomor. 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs yang
sama-sama menggunakan pasal 7 ayat 2 secbagai landasan hukum untuk
menerima atau menolak perkara dispensasi kawin, sedangkan pasal 7 ayat 2 ini
berbicara tentang prosedur seseorang yang bisa memperoleh dispensasi kawin
dengan cara meminta ke Pengadilan. Sedangkan alasan-alasan untuk bisa
diterima atau ditolaknya dispensasi kawin tidak tertulis dalam pasal ini, bahkan
menurut penulis pasal yang seharusnya dijadikan landasan hukum dalam perkara
dispensasi kawin adalah pasal 6 Undang-Undang Perkawinan yang berbicara
tentang syarat-syarat perkawinan.

Begitu juga dengan pasal 6 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 hanya berbicara tentang bagaimana seseorang bisa memperoleh
dispensasi kawin yang dikembalikan lagi ke pasal 7 ayat 2 Undang-Undang
Perkawinan.

Mengenai gaidah fighiyah yang dipakai dasar hukum pada perkara Nomor
0048/Pdt.P/2008/PA.Gs sebenarnya dan scharusnya dipakai juga dalam
menetapkan perkara Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs, karena baik menolak
maupun menerima dispensasi kawin terdapat unsur mas/ahah dan mafsadabh,

kalau dalam perkara dispensasi kawin yang ditolak tidak mencantumkan gaidah
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fighiyah seperti yang dipakai dalam perkara dispensasi kawin yang diterima,
maka asumsi yang muncul adalah penolakan dispensasi tersebut tidak
mengandung maslahah seperti yang terkandung dalam qaidah fighiyah itu
sendiri.

Dalam Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada
pasal 60A ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa:
(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab
atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum
Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar,

Jika melihat dari bunyi pasal diatas, penulis memahami bahwa suatu
pertimbangan hukum Hakim tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum yang
dipakai Hakim dalam menetapkan perkara, artinya jika pertimbangan hukum
tersebut berbeda dengan dasar hukum maka penetapan atau putusan tersebut
tidak memiliki kekuatan hukum.

Menurut pandangan penulis dalam menetapkan landasan hukum mengenai
perkara dispensasi kawin juga tidék terlepas dari Undang-Undang No. 23 Tahun
2002 mengenai perlindungan anak, alasannya karena dispensasi kawin adalah
pernikahan anak yang masih dibawah umur dan Undang-Undang Perlindungan
Anak' mengatur tentang anak-anak yang masih dibawah umur juga.

Terlepas dari itu semua, seharusnya Pemerintah atau lebih khusus Lembaga

Legislatif membuat aturan tambahan mengenai syarat-syarat serta alasan apa
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saja seorang anak yang dibawah umur diperbolehkan melakukan perkawinan,
agar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin lebih jelas
landasan hukumnya serta diharapkan tidak terjadi dilematis dalam menetapkan

perkara dispensasi kawin.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas sebagai hasil penyusunan skripsi penulis

menyimpulkan scbagai berikut:

1.

Hakim PA Gresik menerima permohonan dispensasi kawin dibawah umur
dengan nomor putusan 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dengan pertimbangan bahwa
jika tidak segera dikawinkan maka ditakutkan anak pemohon dengan calon
suaminya akan terjerumus pada perzinaan, karena hubungan mercka sudah

sangat terlalu dekat dan perkawinan tersebut atas kemauan mercka berdua.

Hakim PA Gresik menolak permohonan dispensasi kawin dibawah umur
dengan nomor putusan 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs dengan pertimbangan bahwa
perkawinan tersebut atas kehendak orang tua untuk membiayai sekolah anak

pemohon.

. Analisis terhadap dua penetapan dispensasi kawin dibawah umur yang

diterima dan yang ditolak tersebut memunculkan kerancuan dalam penetapan
dasar hukumnya, karena dasar tersebut tidak menjelaskan alasan-alasan atau

syarat-syarat seseorang bisa diterima atau ditolak permohonan dispensasi

89
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kawin, untuk itulah perlu adanya aturan tambahan mengenai permohonan

dispensasi kawin agar Hakim mempunyai landasan hukum yang pasti.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya lembaga legislatif membuat aturan
tambahan mengenai syarat-syarat bisa diterimanya permohonan dispensasi
kawin, supaya tidak terjdadi ambiguitas terhadap dasar hukum yang dipakai
untuk menetapkan perkara dispensasi kawin.

2. Kepada Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan landasan
hukum mengenai permohonan dispensasi kawin agar berhati-hati dalam
menolak permohonan dispensasi kawin, khususnya dalam perkara momor
0057/Pdt.P/2009/PA.Gs karena pasal yang seharusnya digunakan tidak
dipakai yakni pasal 6 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974.

3. Bagi calon mempelai hendaknya lebih membekali diri dengan sungguh-
sungguh, karena perkawinan bukanlah hal yang mudah dijalani. Oleh sebab
itu hendaklah calon mempelai yang masih belum cukup umur, agar menunda

dalam melaksanakan perkawinan sampai cukup umur untuk memiliki

persiapan yang matang.
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